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Abstract

There is an adagium that the material guarantedgédrohave an absolute right to be enforced

when juxtaposed with individual guarantees hold@cision of the Constitutional Court number

67 / PUU-XII / 2013 laid down the payment of wagésvorkers should take precedence of
payment when juxtaposed with the payment of crad#eparatis and state claim rights. Based
on the decision of the Constitutional Court abavesan be concluded that material rights are
not always absolute. It is a big question about éxétence of a material right that can be
upheld when compared to individual guarantor hotder

Keyword : Material Guarantees Holder, Constitutional Coldecision, labor wages

Abstrak

Terdapat suatadagiumbahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yamipk dapat

ditegakkan apabila disandingkan dengan pemeganmaanperorangan. Putusan mahkamah
konstitusi nomor 67/PUU-XII/2013 meletakkan pembiagaupah buruh harus didahulukan
pembayarannya apabila disandingkan dengan pembayaeaitor separatis dan hak tagih
Negara. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusatadi, dapat disimpulkan bahwa hak
kebendaan tidak selalu bersifat mutlak. Menjadigmgaan besar tentang eksisteadagaium

hak kebendaan yang dapat ditegakkan bila dibandmdkngan pemegang jaminan perorangan.

Kata Kunci : Pemegang Jaminan Kebendaan, Putusan MahkamalhtisingJpah Buruh.
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PENDAHULUAN

Terdapat suatiadagiunt bahwa pemegang jaminan kebendaan memiliki yerig
mutlak dapat ditegakkan apabila disandingkan demm@@negang jaminan perorangaBapat
ditegakkan, dalam hal ini adalah mendapatkan pasisil untuk dilakukan pembayaran atau
pelunasan utangnya. Hal ini sesuai dengandgpet Trisadini Prasastinah Usanti dalam
bukunya: “perjanjian jaminan kebendaan melahirkak kebendaan yang bersifat mutlak dalam
arti dapat dipertahankan terhadap siapapun ja§aitu keadaan bahwa hak perorangan dan hak
pemegangrevelegdebih kuat apabila dibandingkan dengan hak kebengang dimiliki oleh
pemegang jaminan kebendaan. Hal ini dilihat derigdoerapa contoh kasus di Indonesia, bahwa
pemegang jaminan kebendaan tidak dapat menegakdamydn karena terdapat hal-hal lain,
seperti dalam kasus korupsi, dalam perburuhan damdkasus illegal logging.

Penelitian ini berfokus pada kasus perburulbendasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013. Salah satu patsbhm Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnyabdisUndang-Undang Nomor 13 Tahun
2003) yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan; “Dalarh geausahaan dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undarygag berlaku, maka upah dan hak-hak
lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yangrdithkan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 95
ayat (4) di atas, yang menyatakan bahwa upah difhdla lainnya dari para pekerja/buruh
merupakan utang yang “didahulukan” pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Non®rTahun 2003 yang
menempatkan hak-hak pekerja harus “didahulukakan tetapi dalam praktik ditempatkan
dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dankpati#or separatis, menimbulkan adanya

ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 (dydvndang-Undang Nomor 13 Tahun

1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk setamjudisebut KBBI) adagium adalah pepatah;
peribahasasebuah -- Latin menyatakan “Ubi societas ibi justic artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan
di sana ada hukum (keadilan).

2 J. Andy HartantoHukum Jaminan Dan KepailitahaksBang Justisia, Surabaya, 2015, hal. 35.

3 Trisadini Prasastinah Usanti, dkBuku Referensi Hukum Perbankan Hukum JamirR@vka Petra

Media, Jakarta, 2016, hal. 17.
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2003. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUUXI2 mendudukan pembayaran upah
buruh harus didahulukan dari kreditor separatishddntagih Negara.

Dari pemaparan mengenai putusan mahkamah konstlituatas, dapat disimpulkan
bahwa hak kebendaan tidak selalu bersifat mutladmedgang jaminan kebendaan yang
semestinya menjadi prioritas utama dalam hal pearbayutang tidak menempati posisinya.
Sesuai dengan asdsoit de preference/ang dianut dalam Pasal 1133 BW seharusnya pihak
yang memiliki jaminan kebendaan mendapatkan peamésrlebih dahulu. Berdasarkan uraian
latar belakang masalah tersebut di atas maka dapatuskan permasalahan sebagai berikut (1)
Ratio decidendputusan mahkamah konstitusi yang mendudukkan pergggminan kebendaan
tidak dapat menegakkan haknya dan (2) Kedudukaorhygemegang jaminan kebendaan pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013.

1. Tujuan Penditian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ratigidedalam putusan Mahkamah
Konstitusi yang mendudukkan pemegang jaminan kei@ndehingga tidak dapat menegakkan
haknya serta untuk menganalisa perlindungan hukamkdédudukan hukum pemegang jaminan
kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No#BU&-X1/2013.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusiriteodalam rangka pengembangan
cakrawala pemahaman dan pendalaman pengetahuarmaengrjadinya peristiwa bahwa hak
kebendaan tidak selalu bersifat mutlak, terjedativering hak kebendaan apabila dihadapkan
dengan hak hak perorangan tertentu. Secara prdids| penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dalam melakukan transakgmiman di Indonesia. Masyarakat baik
kreditor dan debitor nantinya dengan hasil pemalitini diharapkan dapat mengetahui
perlindungan hukum yang tepat dan dapat merekdgbedalam suatu akta dalam hal terjadi
melemahnya hak kebendaan. Bagi perusahaan pembialma perbankan, diharapkan dari

penelitian ini dapat memberikan sebuah pengerdemana hak kebendaan tidak selalu bersifat
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mutlak. Ketika dihadapkan beberapa hal tertentuanzdan terjadi suatu pergeseran kedudukan

perusahaan pembiayaan dan perbankan sebagai kidalam hal ini kreditopreference

3. Metode Pendlitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalahidygir normatif yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaid@u aorma-norma dalam hukum positif
yang berlaku dan berhuungan dengan perlindungdinm pemegang jaminan kebendaan
kebendaan pasca putusan mahkamah konstitusi nofi®UB-XI1/2013. Pendekatan yang
digunakan yaitu : Pendekatan perundang-undansgf@tut{e approach Pendekatan konseptual
(conseptual approaghdan Pendekatan kasusage approachyaitu berasal dari peraturan
perundang-undangan dan putusan mahkamah konsidosir 67/PUU-XI1/2013 serta peraturan
lainnya yang terkait dengan pemegang jaminan kefzndian perburuhan, dan bahan bahan
hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jusiaipsi, tesis, disertasi, berita internet
yang relevan dengan objek penelitian. Sehinggatdapadukung, membantu, melengkapi, dan
membahas masalah-masalah yang timbul dalam peaneii. Prosedur pengumpulan bahan
hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengaa cencari dan mengumpulkan bahan

hukum yang terkait dengan permasalahan yang dilzdiam tesis ini.

PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitus yang Mendudukkan Pemegang

Jaminan Kebendaan Tidak dapat M enegakkan Haknya

Adapun duduk perkara dalam putusan Mahkamah Karsstiyakni:

(i) Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 TaB003 Tentang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan pasal 28d ayat Whpang-Undang Dasar 1945 karena
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bakege:

(i) Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 TalR®®3 Tentang Ketenagakerjaan

Bertentangan Dengan Pasal 28d (2) Undang-UndangrO45 karena berpotens
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menimbulkan pelanggaran hak pekerja untuk memplerperlakuan yang adil dan

layak secara hukum

1.1 Kagjian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitust Nomor 67/PUU-X1/2013

Hakim melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nom&7/PUU-X1/2013
didasarkan dengan beberapa pertimbangan hukunratiawecidendi
1. Aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian

Pertimbangan hakim dalam putusan ini melihahwa dalam aspek subjek
hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia separjanjian tanggungan lainnya,
merupakan perjanjian yang dilakukan oleh ekibhukum, yaitu pengusaha dan
pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihakliat dapat dikonstruksikan sama.
Terlebih lagi pemodal, yang boleh jadi adalah psaga juga. Sebaliknya, perjanjian
kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh skbpjukum yang berbeda, yaitu
pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha daerj@bkiruh, secara sosial ekonomis

tidaklah sejajar.

2. Aspek objek perjanjian

Bahwa dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipofitusia, dan perjanjian
tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalalpgrto Sementara itu, perjanjian
kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga ataurdkstglan (jasa) dengan imbalan
jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan daisap bagi diri dan keluarga
pekerja/buruh, sehingga antara keduanya dalam aspekemiliki perbedaan yang
mendasar, yaitu properti dan manusia.
3. Aspek risiko

Bahwa dalam aspek risiko, bagi pengusaha risikoupean bagian dari hal

yang wajar dalam pengelolaan usahanydainsekeuntungan dan/atau kerugian.
Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakemaauntuk memenuhi kebutuhan
hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadiak tepat manakala upah

pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yétgh rendah dari pada pengusaha
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dalam hal ini kreditor. Untuk memperjelas painasan kajian putusan Mahkamah

Kosntitusi pada bab ini maka penulis akan membajadi sub subbab.

1.2Hak Publik dan Hak Privat Dalam Putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
X1/2013

Majelis Hakim dalam dalam proses pertimbangan daalisis permohonan para
pemohon secara eksplisit (tersirat) meletakkan bakuh sebagai hak yang harus
didahulukan (hak publik) dari hak mendahuiteditor preference(hak privat). Perlu
dijelaskan terlebih dahulu mengenai pembedaan haklip dan hak privat serta
penggolannya bagi buruh maupkieditor preference

Hak publik merupakan hak yang lahir dari hukum pbHal ini selaras dengan
pendapat Soeroso, ia memisalkan hak publik adaédhblangsa atau kemerdekaan dan
kedaulatan seperti yang tersebut dalam UUD 194%lPaayat (2) dan hak pemerintah
untuk memungut pajak dari rakyatnyadukum Publik adalah hukum yang mengatur
hubungan antara warga negara dengan negara balsédat perlengkapan negara.

Sedangkan hak privat merupakan hak yang ldaimi hukum privat. Hal ini
sejalan dengan pendapat Soeroso, dimana ia memsdlathwa hak privat merupakan
hak yang lahir dari Hak atas kekayaan, yakni hakgydapat dihargai dengan uarap (
geld waardeerbare rechtgryang terdiri dari hak kebendaamakelijke rechtendan hak
atas benda immateriatgchten op immaterieele goerdejenTerakhir, hak privat juga
dapat timbul dari hak kebendaan dan hak atas beneahaterial. Dari penjelasan tersebut
diatas dapat dikatakan bahwa hak kebendaamupakan hak privat. Hak kebendaan

merupakan hak yang timbul akibat adanya sebualampén kebendaan. Hal ini sejalan

4R. SoerosoPengantar llmu Hukuglakarta, Sinar Grafika, 2001, Hal 280.,

5 https://apaperbedaan.com/hukum-publik-dan-hukuwepriterakhir diakse pada tanggal 16 Desember
2017 Pukul 10.00 WIB

6 SoerosoQp.Cit,Hal. 285.
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dengan pendapat Trisadini, bahwa hak yang dilahidkari perjanjian kebendaan adalah
hak kebendaan.

Majelis Hakim dalam putusannya meletakkan hak buratus lebih diutamakan
dalam pembayaran apabila dibandingkan dengan pamdraytang Kreditor Separatis.
Kedua peraturan perundang undangan yang mengagagemai buruh maupun kreditor
separatis meletakkan keduanya pada posisi untakwkbn pembayaran terlebih dahulu.
Terjadi perbenturan hak, antara hak bdrylang bersifat publik dengan hak kreditor
separatis yang bersifat privat. Hal vital yang lsamenjadi perhatian pemerintah adalah
perlindungan hukum terhadap pembayaran upatuhbuJadi atas apa yang telah
diuraikan di atas maka apabila dibandingkan derfgdakreditor separatis yang bersifat

privat, hak buruh yang sudah sepantasnya didahnluka

1.3Keadilan Distributif dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI1/2013
Mejelis hakim dalam pertimbangannya hanya melihaub sebagai pihak yang
harus dilindungi haknya apabila disandingkaenghn kreditor separatis. Layaknya
sebuah alat, maka hukum sudah sepantasnya memijian. Gustav RadBruch dalam
Satjipto Rahardjpmengemukakan 3 tujuan hukum, yakni kepastian, kaadian kegunaan.
Ketiganya tidak mungkin berjalan secara beriringdetika salah satu dari tujuan hukum
dikedepankan maka yang lain akan tergeser. Hakjalan dengan pendapat sidharta :

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksioldgidalam hukum. Wacana filsafat
hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-dkeduanya merupakan
antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebggaicarian atas keadilan yang
berkepastian atau kepastian yang berkeadfilan.

Pertama, mengenai kepastian Hukum, dengan adamysa@uMahkamah Konstitusi
Nomor 67/PUU-X1/2013, maka norma yang tadinya kafalam hal ini Pasal 95 ayat (4)

7 Trisadini Prasastinah Usan®p.Cit, Hal. 17.,

8Hak buruh berdasarkan Pasal 1149 BW dikaterigoriemagai hak prevelege yang harus didahulukan
pembayarannya.

9 Satjipto Raharjollmu Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 19.

10 Sidharta,Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, BuRgmpai Komisi Yudisial, Putusan
Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Keraatdin Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
Hal. 3
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) menjadi jeladam hal ini tercapailah tujuan
hukum yang pertama.

Kedua mengenai, keadilan hukum, Karakteristik ni@adilan Putusan Mahkamah
Konstitusi yang tercermin hanya sebatas kaadiprosedural dan substanstif tanpa
mengindahkan keadilan distributif. Selanjutnya,ngenai keadilan distributif, Thomas
Aquinas (dalam Agus Yudha Hernoko) mengemukakanvbah

Keadilan “distributif” pada dasarnya merupakan pgerghatan terhadap person

manusia &cceptio personaruindan keluruhannya. Dalam keadilan distributif,

keadilan dan kepatutarequity) tidak tercapai semata mata dengan penetapan
nilai yang aktual melainkan juga atas dasar kesanaaara satu hal dengan hal
yang lainnyat!

Mengacu pada teori keadilan distributif yang dikd&akan oleh Thomas Aquinas
tersebut di atas, maka terdapat poin penting yaayatddiambil yakni “imbalan yang
sama rata diberikan atas pencapaian yang sama Reakliti sepakat dengan putusan
hakim yang meletakkan hak buruh harus letikedepankan dari pada hak kreditor
separatis. Namun berdasarkan teori keadilan digtfjbpara pihak baik buruh maupun
kreditor separatis telah melakukan pencapaiang sama rata. Dari sudut pandang
kreditor separatis, ia telah mengucurkan sigbmdana dengan sebuah jaminan.
Sedangkan dari sudut pandang buruh, talah melakukan kewajibannya yakni
melakukan suatu pekerjaan dengan tenagamjaka kedua belah pihak harus
mendapatkan keadilan. Hakim Mahkamah Konstitusndaknya juga memperhatikan
fakta tersebut di atas.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa tujugam yang kedua yakni
keadilan, tidak tercapai. Dalam hal ini ktedi separatis tidak lagi menjadi subjek
hukum yang mendapatkan pembayaran terlebih dafedihat bahwa kepastian hukum

dan keadilan hukum tidak dapat berjalan beriringan.

1.4 Penafsiran dalam putusan M ahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013

11 Agus Yudha HernokoHukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam KakrKomersial,Prenada
Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 49.
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Hakim selalu berhadapan pada peristiwa konkretflkoatau kasus yang harus
diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk péwlu proses untuk menggali dan
menemukan hukumnya. Namun penemuan hukum tersethak serta merta dapat
dilakukan dengan mudah, Ahmad Rifai dalam bukungaegaskan bahwa:

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskaatusyperkara yang
dihadapkan kepadanya, pertama-tama harusiggeu@akan hukum tertulis
terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undandgatapi kalau peraturan
perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukwu aidak tepat dengan
permasalahan dalam suatu perkara, maka barulahmhakian mencari dan
menemukan sendiri hukumnya dari sumber-suntigtum yang lain seperti
yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atauumukidak tertulist?

Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penehukam ini dengan
mendasarkan pada pandangan masing-masing paraSatdikno Mertokusumo dalam
bukunya membedakan metode penemuan hukum mengadi taitu metode interpretasi
(penafsiran hukum), metode argumentasi, dan metdposisi (kontruksi hukumn}

Salah satu metode penemuan hukum adalah penaf$terafsiran hukum yang
kental terasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi dto®i7/PUU-X1/2013 adalah
penafsiran secara sistematis.

Mengenai Penafsiran Sistematis, Sudikno Merakuwo mendefinisikan
penafsiran sistematis yakni menafsirkan apgan perundang-undangan dengan
menghubungkan dengan peraturan hukum atau undashpagnlain atau keseluruhan
sistem hukum, menafisrkan undang-undang tidak bohemyimpang atau keluar dari
sistem perundang-undangan atau sistem huKulebih lanjut Soeroso mengemukakan
bahwa penafsiran sistematis adalah suatu penafgaag menghubungkan pasal yang
satu dengan pasal-pasal yang lain dalam spataturan perundang undangan yang

bersangkutan atau pada peraturan perundang-undéaigaga?l®

12 Ahmad Rifai,Penemuan Hukum Oleh Haki®inar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 25.
13 Sudikno MertokusumaQp.Cit, hal. 56.

14 |bid, Hal. 58.

% R. SoerosoQp.Cit, Hal 102.,
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Penafsiran sistematis dalam Putusan Mahkamah KaosistNomor 67/PUU-
X1/2013 tercermin dari pertimbangan hakim, yakni :

a. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuaaraegi dibentuk, antara
lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa Inglangan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahterammul[vide Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat]. Pasal-pasal UUDRIS19nengatur lebih lanjut
tujuan tersebut, yaitu menentukan secara Kosginal hak setiap orang
untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dandkelinnya [vide Pasal
28A] dan hak untuk bekerja serta mendapat imbakam gerlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D &dtserta menentukan
secara konstitusional bahwa hak untuk hidup danumaigk tidak disiksa, hak
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nuraak, beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribddihadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum gyderlaku surut, adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamdaadpa pun.

b. Bahwa politik hukum pembentukan UU 13/20@8alah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional berdasarkamcdsila dan UUD 1945,
yang secara khusus terkait ketenagakerjaanialadantuk meningkatkan
harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja sewaujudkan masyarakat
sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materdupun spiritual.

Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturperundang-undangan dengan
menghubungkan dengan peraturan hukum atau undasepagnlain atau keseluruhan
sistem hukum, yakni UUD 1945 dan politik hukum dang-Undang Nomor 13 Tahun
2003. Indonesia sebagai penganut paham negaraakésgan seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, harus mewujudkan kesejadmetaagi rakyatnya. Termasuk
didalamnya buruh dan kreditor separatis. Berbicasmgenai buruh maka menyangkut
hajat hidup buruh yang berjumlah lebih daatu. Berbeda halnya dengan kreditor
separatis yang mayoritas merupakan perusahaan ggaan, perbankan dan lain lain.
Sehingga dari beberapa pertimbangan hukunatds, hakim meletakkan hak buruh

dalam pembayaran upah lebih didahulukan dari peariaayutang kreditor.

2. Kedudukan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan M ahkamah
Konstituss Nomor 67/PUU-X1/2013.
2.1 Akibat Hukum Putusan M ahkamah Konstitus 67/PUU-X1/2013
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013tdag pengujian Pasal 95
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dendaD W945 menimbulkan suatu akibat
hukum. Berikut beberapa akibat hukum putusan Malakakonstitusi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-XI1/2013 :

a. Bergesernya kedudukan kreditor sebagai piaag farus didahulukan

Seperti dikatakan di awal bahwa terdapat sebuabiladayang menyatakan bahwa
pemegang jaminan kebendaan memiliki hak yang mutialpat ditegakkan apabila
disandingkan dengan pemegang jaminan peroraiigaal. ini perlu dijadikan sebuah koreksi
dimana bukan saja hak perorangan, dengan Putushkakiah Konstitusi maka Kreditor
preferencetak lagi menegakkan haknya terhadap buruh. Putbdainkamah Konstitusi
melektakkan kreditorpreference sebagai pihak atau subjek hukum yang pembayar
utangnya dilakukan apabila telah terjadi pembayapah kepada buruh.

b. Bergesernya Hak Tagih Negara dan PembayarateBeg

Salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi NondiP?lBJ-X1/2013 berbunyi
“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didkhn atas semua jenis kreditur
termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagilakmlegara, kantor lelang, dan badan umum
yang dibentuk Pemerintah’..Dengan adanya, putusan tersebut di atas makdaeran
upah buruh lebih didahulukan daripada hak tagirareegan kantor lelang. Apabila disusun
menjadi sebuah urutan pembayaran dalam hal tey@agailit maka akan menjadi sebagai
berikut :

1. Upah buruh (Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUZ2RI3)

2. Pajak, biaya lelang, biaya perkara (Pasal 11@8@n1Pasal 1149.1 BW)

3. Hak tagih terhadap negara dan badan badan hpkhlik (Pasal 1137 BW)

4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamdtamda (pasal 1139.4) jo.

Pasal 1150 BW)

16 J. Andy HartantoQp Cit, hal. 35.
28



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 1, April 2018

5. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap hak gagapaikan (Pasal 1142
BW)

6. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 Pasal 318
KUHDagang)

7. Kreditor pemegang jaminan kebendaan
c. Terjadi pengurangan hak kebendaan

Terdapat suatu keadaan dimana hak kebendaan yamgumgai ciri-ciri unggul
menjadi melemah dan menampakkan ciri-ciri hak @evgan’, hal ini disebutrelativering
hak kebendaan. Selain melemahnya hak kebendaaap&trgduatu keadaan dimana hak
perorangan yang mempunyai sifat relatif menjadi gnah dan menampakkan sifat-sifat hak
kebendaal, hal ini disebuverzakelijkinghak perorangan.

Konsepsi relativering hak kebendaan terjadi apgieidbenturan hak kebendaan dan
hak kebendaan. Hak kebendaan yang dimaksud adalakeibendaan benda bergerak yang
tak terdaftar. Hal ini sejalan dengan pentlapasadini dimana hak kebendaan benda
bergerak berbenturan dengan hak kebendaan bengerddemaka terjadielativering hak
kebendaan karena didukung adanya Pasal 1977°BW.

Konsepsi dari verzakelijking hak perorangan terjadi apabila perbenturan hak
perorangan dan hak perorangan. Hal ini sejalargaterpendapat Trisadini dimana hak
perorangan berbenturan dengan hak perorangan daladisi normal kedudukannya adalah
sama, akan tetapi jika didalamnya terdapat unsuoupéan melanggar hukum maka hak
perorangan menjadi menguat karena di dukung Pa8al BW?2°

Dari kedua konsep tersebut di atas, makargitepat apabila perbenturan hak
kebendaan yang dimiliki oleh pemegang jaminan keédan dengan hakrivelege yang
dimiliki oleh buruh dikategorikan sebagai telaring maupun verzakelijking. Terlihat

bahwa perbenturan hak yang terjadi adalah hak kislaenberbenturan dengan hakrelege

7 Trisadini Prasastinah Usan®p Cit, Hal. 27.,
18 |bid, Hal. 27,

% |bid, Hal. 33.,

20 |pid, Hal. 34
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Dalam hal ini terjadi pengurangan hak kebendaanngga pemegang jaminan
kebendaan tidak dapat menegakkan haknya. Pengurafgl kebendaan tercermin dari
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2018kn terdapat hak kebendaan yang
melemah. Melemah tidak menyebabkan posisinya samgath hak perorangan maupun hak
prevelege. Hanya saja apabila berbentudemgan pembayaran upah buruh maka
pembayaran kepada pemegang jaminan kebendaankgitaketelah upah buruh dibayarkan.
Selanjutnya mengenai, menguatnya hak perorangamhBaukan termasuk hak perorangan
karena berdasarkan Pasal 1149 BW, buruh dikatesgoskbagai hafirivelege Konsekuensi
ada pengurangan atau melemahnya hak #eben maka terdapat suatu peristiwva
menguatnya hak. Posisi buruh yang sebelumnya beddidavah hak pemegang jaminan
kebendaan, berubah menguat dan menunjukan hak dedoenBahkan dapat dikatakan

berubah menguat melebihi hak kebendaan.

2.2Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait
Relativering Hak Kebendaan.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yakni pedimgan hukum prefentif dan
perlindungan hukum represif. Perlindungan hukunfiepitd merupakan perlindungan hukum
yang ada dan bersifat mencegah suatu peristiwvanmujang akan merugikan para pihak.
Dalam hal ini maka perlindungan hukum prefentif iblgditor separatis dapat dilakukan
dalam perjanjian terutama pada fase pra kontrakRaah pihak baik kreditor maupun debitor
harus memperhatikan baik kewajiban dan hak seswgiopsinya. Hal ini sejalan dengan
pendapat Agus Yudha Hernoko dimana asas pigpalitas merupakan asas yang
melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kemmajilara pihak sesuai proporsi atau
bagiannya dalam seluruh proses kontrakttial.

Pada fase pra kontraktual dimana dalam hal iniapggn atau akta dalam tahap
penyusununan sangat dimungkinkan untuk menambatan klausul.

Penambahan klasula asuransi dapat menjadi perfadumukum prefentif bagi

kreditor separatis. Hal ini sejalan dengamdapat Agus Yudha Hernoko, pencantuman
21 Agus Yudha HernokdQp.Cit, hal. 87.
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klausul asuransi merupakan sikap antisipatif bantuku meminimalisir potensi kerugian
bank maupun kerugian nasabah deBftoBentuk dari asuransi tersebut di atas adalah
asuransi kredit. Adapun objek pertanggungan padea@si kredit adalah risiko timbulnya
kerugian yang dialami oleh BankUmum/Lembaga PenalsiayKeuangan karena adanya
kredit macet dari debitid¥ Selanjutnya Risiko yang dapat dijamin padarasi kredit
adalah risiko yang timbul karena Debitur dinyatakiaam keadaan insolvent dan untuk itu
harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut :

a. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negerigyderwenang;
b. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusamgBdilan yang berwenang
dan untuk itu telah di tunjuk likuidatur.
c. Debitur, sepanjang bukan Badan Hukum ditempatkaaveah pengampuna.
Dalam hal ini ada sejumlah harga yang dibayarkata geerusahaan asuransi dalam
jangka waktu tertentu. Diharapkan, apabila nantiteymdi peristiwa seperti tersebut di atas,
mmaka perusahaan asuransi dapat mengganti kerygmandialami oleh pemegang jaminan

kebendaamang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Ratio Decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitesiiti dari 3 aspekPertama
aspek subjek hukumkedug Aspek objek perjanjian daKetiga, Aspek risiko. Terjadi
perubahan kedudukan pemegang jaminan kebentEx&ait relativering hak kebendaan
yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitd&imor 67/PUU-XI/2013. Pembayaran
upah buruh lebih didahulukan jika dibandingkan dengkreditor separatis. Bentuk
perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan kela@mndyakni dengan penambahan klausul

asuransi yang dapat menjamin risiko yang akan timbu

22 |bid, Hal. 202.,
2 bid.,
24 1bid.,
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2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah Bagi pejabag yaerwenang, baik notaris
maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas dasanintaan para pihak, penambahan
klausula mengenai penggantian objek jaminahekdaan merupakan salah satu klausul
yang harus diperhatikan. Hal ini merupakan saldh bantuk perlindungan hukum prefentif
bagi para pihak dalam perjanjian dalam hal kreditor. Sehingga apabila terjadi kasus
serupa, akta pejabat berwenang yang mencantumlasWkl tersebut menjadi perlindungan
bagi para pihak.
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